
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 
PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

NOMOR 60 TAHUN 2018 

TENT ANG 

STANDARISASI SATUAN HARGA 
UNTUK PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 

DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 
TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi 
dan efisiensi untuk penggunaan bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow 
Selatan Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu 
menetapkan standarisasi satuan harga; 

b. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan obyektif 
untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan 
bantuan keuangan kepada partai politik, maka 
diperlukan suatu standar baku dalam penggunaan 
bantuan keuangan kepada partai politik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga 
Untuk Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di 
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 
Anggaran 2018; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di 
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4876); 

' 



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 
Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik 

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok­ 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8); 

9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018; 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI 
SATUAN HARGA UNTUK PENGGUNAAN BANTUAN 
KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN 
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 
ANGGARAN 2018. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan. 
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan 

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela 
atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
diberikan secara proporsional kepada partai politik yang 
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang 
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara 

6. Pimpinan yang berwenang adalah Ketua Partai Politik tingkat 
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau sesuai dengan 
ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masing­ 
masing Partai Politik . 

7. Pengurus Partai Politik selanjutnya disingkat pengurus parpol 
adalah pengurus parpol tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow 
Sela tan 

J 

9. 

8. Perjalanan dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota 
dan/ atau dalam Kota dari tern pat kedudukan ke tern pat yang 
dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan 
semula di dalam negeri atau di luar negeri. 
Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dalam 
Kabupaten dari tempat kedudukan yang bersangkutan ke daerah 
tujuan pelaksanaan tugas di dalam Wilayah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Selatan. 



10. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas ke luar 
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 

11. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus. 
12. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti 

pengeluaran yang sah. 
13. Uang Harian adalah biaya yang dibayarkan kepada pengurus 

parpol yang melaksanakan perjalanan dinas yang didalamnya 
sudah termasuk Uang Makan yang dibayarkan secara Lumpsum. 

14. Surat Perintah Togas adalah naskah dinas dari pimpinan yang 
ditujukan kepada pengurus parpol yang berisi perintah untuk 
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD 
adalah Surat Perintah kepada Pengurus Parpol untuk 
melaksanakan perjalanan dinas. 

16. Telahaan Staf adalah Naskah dinas yang memuat analisa 
pertimbangan-pertimbangan, pendapat dan saran-saran tentang 
perjalanan dinas yang dimaksud. Telahaan Staf dibuat oleh 
pengurus parpol, diketahui oleh Pimpinan Partai politik. 

17. Bukti Pengeluaran Riil adalah Bukti pegeluaran transport yang 
tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaranya. 

18. Tempat Kedudukan adalah tempat satuan kerja berada. 
19. Tempat tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tempat 

tujuan perjalanan dinas. 

Pasal2 

Standarisasi Satuan Harga untuk penggunaan Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 
merupakan satuan batas biaya paling tinggi dan dalam penerapannya 
perlu memperhatian prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas penggunaan 
anggaran serta kemampuan keuangan 

BAB II 
PENGGUNMN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 3 
(1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk 

melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan 
masyarakat. 

(2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada 
partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai 
politik. 

(3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), antara lain berupa: 
a. seminar; 
b. lokakarya; 
c. dialog interaktif; 



d. sarasehan; 
e. workshop; dan 
f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas 

dan fungsi partai politik. 

BAB lll 
STANDAR HONORARJUM 

Pasal 4 

(1) Honorarium Narasumber/Instruktur/Pakar untuk kegiatan semmar, 
lokakarya, workshop diberikan kepada yang memberikan 
pengetahuan dan pelatihan 

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BAB IV 
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH 

Pasal 5 

Perjalanan dinas Luar Daerah adalah kegiatan untuk melaksanakan 
pekerjaan yang tidak memungkinkan menggunakan sarana komunikasi 
yang tersedia, serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan 
hasil maksimal serta biaya sehemat mungkin. 

Pasal 6 

Ketentuan perjalanan dinas ini berlaku bagi perjalanan dinas yang 
dibebankan pada Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018. 

Pasal 7 

(1) Perjalanan Dinas yang melalui pembiayaan anggaran bantuan 
keuangan kepada partai politik adalah perjalanan dinas dari pengurus 
parpol penerima bantuan keuangan kepada partai politik di 
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 

(2) Pengurus parpol yang akan melakukan perjalanan dinas terlebih 
dahulu harus mendapat persetujuan/perintah dari pimpinan yang 
berwenang. 

(3) Persetujuan/perintah sebagaimana di maksud pada ayat (3) Surat 
Perintah Togas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 
yang di tanda tangani oleh pimpinan yang berwenang. 

(4) Penandatanganan Surat Perintah Togas (SPT) dan Surat Perintah 
Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Pimpinan yang berwenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) adalah: 



a. Ketua Partai Politik atau sesuai dengan ketentuan anggaran dasar 
dan anggaran rumah tangga masing-masing partai politik; 

b. SPPD di tandatangani oleh Ketua Partai Politik. 
(3) Format SPT dan SPPD sebagaimana di maksud dalam ayat (4) 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 

(1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari: 
a. biaya penginapan/akomodasi; 
b. uang harian yang meliputi uang makan, transport harian; 
c. biaya tiket baik angkutan udara, angkutan darat dan angkutan 

laut; 
d. Transport Lokal yang terdiri dari : 

1. Transport dari Molibagu ke Bandara (PP) 
2. Transport dari Bandara tujuan ke hotel/tempat kegiatan (PP) 

(2) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), dalam hal pelaksanaan 
perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat 
penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya 
penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota 
tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan 
dinas dan dibayarkan secara lumpsum. 

(3) Uang transport dibayarkan dengan biaya riil (at cost). 
(4) Besaran Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian dan Transport Lokal 

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran III 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Besaran Satuan Biaya Penginapan, transport harian dan transport 
lokal yang tercantum dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) merupakan tarif batas tertinggi yang berlaku bagi 
masing-masing tingkat perjalanan dinas. 

Pasal 9 

(1) Uang Transport Lokal di wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah 
Transport dari Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ke 
kota tempat tujuan di Wilayah Sulawesi Utara/bandara atau tempat 
kegiatan atau sebaliknya dengan dihitung Pergi Pulang (PP) serta 
dibayarkan sesuai dengan biaya rill (at cost) berdasarkan rincian 
besaran uang transport yang disesuaikan dengan kota tujuan dalam 
Provinsi Sulawesi Utara. 

(2) Uang Transport Lokal di Luar Kota Provinsi Sulawesi Utara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Transport dari Bandara 
Kota Tujuan ke tempat kegiatan/penginapan/hotel dihitung untuk 1 
(satu) kali perjalanan dan dari tempat penginapan/hotel ke bandara 
untuk 1 (satu) kali perjalanan serta dibayarkan sesuai dengan biaya 
rill (at cost). 

I 



(3) Pejalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sulawesi Utara dan yang 
menggunakan fasilitas pesawat terbang dapat diberikan uang 
transport lokal dari ibu kota provinsi/Hotel ke bandara dengan 
perhitungan orang perkali pergi pulang (PP) dan dibayarkan dengan 
biaya rill (at cost). 

(4) Vang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 
perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang menggunakan 
fasilitas transportasi udara melalui Provinsi Gorontalo. 

(5) Satuan perhitungan uang transport dihitung berdasarkan orang per 
kali. 

(6) Satuan perhitungan uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) adalah perhitungan transport 1 (satu) kali saat keberangkatan dan 
1 (satu) kali disaat kedatangan. 

(7) Satuan perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam daerah 
dihitung berdasarkan satuan orang per kali setiap penugasan. 

(8) Besaran Vang Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
(1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(9) Besaran uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
merupakan batasan biaya tertinggi. 

( 10) Pertanggungjawaban penggunaan uang transport lokal dilakukan 
dengan melampirkan bukti kwitansi atau bukti pembayaran lainnya 
yang sah; 

(11) Dalam hal pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(10) tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah maka dapat 
menggunakan Daftar Penggunaan Rill. 

(12) Daftar Penggunaan Rill sebagaimana dimaksud pada ayat (11) 
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 10 

(1) Biaya tiket perjalanan dinas (angkutan darat, Laut dan Vdara) 
sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf c pelaksanaannya 
dibayar sesuai yang tercantum dalam tiket (at cost) termasuk biaya 
jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau kartu 
masuk lainnya dengan batas maksimal kelas ekonomi Rp. 
4.500.000,00 (PP). 

Pasal 11 
Jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar provmsi 
waktu pelaksanaan kegiatannya diatur sebagai berikut: 
a. perjalanan dinas dengan penugasan hanya 1 (satu) perihal/tujuan 

pelaksanaan kegiatan maksimal dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 
sudah termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah 
pelaksanaan perjalanan dinas; 

' 



b. perjalanan dinas dengan penugasan 2 (dua) perihal/tujuan 
pelaksanaan kegiatan maksimal dilaksanakan selama 5 (lima) hari 
perjalanan dinas sudah termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) 
hari sesudah pelaksanaan perjalanan dinas; 

c. perjalanan Dinas dengan penugasan lebih dari 2 (dua) perihal 
dibatasi maksimal 5 (lima) hari pelaksanaan perjalanan dinas. 

BABV 
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH 

Pasal 12 

( 1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dapat dibiayai oleh dana 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berlaku ketentuan 
berdasarkan penugasan dan pembayarannya berdasarkan satuan 
per hari penugasan. 

(2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan untuk kegiatan yang 
membutuhkan waktu pelaksanaan minimal 8 (delapan) jam 
pelaksanaan kegiatan di luar tempat tugas. 

BAB VI 
PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS 

Pasal 13 

Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 
ditetapkan batas tertinggi berdasarkan Tingkat Perjalanan Dinas. 

BAB Vll 
PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT 

Pasal 14 

(1) Kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang diadakan di !bu 
Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat diberikan 
pengembalian uang transport lokal. 

(2) Dalam hal kegiatan bimbingan teknis/ sosialisasi/ diklat yang 
diadakan di ibu kota Kecamatan di wilayah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Selatan maka Peserta yang berasal dari Desa ke 
lbukota Kecamatan dapat diberikan pengembalian uang transport. 

(3) Besaran pengembalian uang transport yang dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari peraturan ini. 



BAB VIII 

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS 

Pasal 15 

( 1) Setiap pengurus Partai Politik yang akan melakukan Perjalanan 
Dinas Luar Daerah dalam hal koordinasi dan konsultasi, wajib 
membuat telaahan staf yang ditandatangani oleh Ketua Partai 
Politik. 

(2) Dikecualikan untuk perjalanan dinas dalam rangka menghadiri 
undangan rapat, seminar, diklat ataupun kegiatan-kegiatan 
lainnya. 

(3) Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dan keabsahan dalam 
pelaksanaan perjalanan dinas, bahwa lembar lampiran perjalanan 
dinas diwajibkan ditandatangani oleh pejabat/Panitia yang dituju 
dan penandatanganan oleh pejabat/Panitia yang dituju 
disesuaikan dengan jumlah perihal/tujuan dalam Surat Perintah 
Togas. 

Pasal 16 
(1) Pengurus Partai Politik yang melakukan perjalanan dinas 

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali diwajibkan 
memberikan laporan secara tertulis kepada pejabat yang 
memberikan perintah. 

(2) Dokumen Kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan yaitu: 
a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Provinsi dan Dalam 

Provinsi yaitu : 
1. Surat Undangan dari Instansi Penyelenggara; 
2. Surat Perintah Togas (SPT); 
3. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang telah ditanda 

tangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah 
disahkan; 

4. Bukti Tiket Pesawat Udara, Kapa! Laut, Bus, Kereta Api 
(Untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi); 

5. Boarding Pass dan Airport Tax (Untuk Perjalanan Dinas Luar 
Provinsi); 

6. Bukti Pembayaran tiket ke maskapai / pihak travel baik 
berupa Struk Pembayaran Via ATM dan / atau Invoice dari 
pihak travel (Untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi); 

7. Bukti pengeluaran Transport Lokal berupa kwitansi atau 
bukti pembayaran lainya yang sah; 

8. Daftar pengeluaran riil (untuk pengeluaran transport yang 
tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya), sesuai 
dengan Format sebagaimana tercantum pada Lampiran V 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini; 

9. Laporan perjalanan dinas; 
10. Bukti Pembayaran Penginapan/Bill Hotel; 
11. Sertifikat untuk yang mengikuti diklat dan bimtek; 

I 



12. Dokumentasi; 
13. Telaahan staf (dikecualikan yang ada undangan); dan 
14. Lembar perhitungan rampung perjalanan dinas, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati 
lill. 

15. Kwitansi pembayaran perjalanan dinas, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

b. Tiket yang dimaksud pada huruf a poin 4 adalah tiket dari 
tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya dan 
bukan tiket pindah pesawat yang tidak terhitung sebagai 
transit. 

(3) Dokumen Kelengkapan pertanggung jawaban perjalanan dinas 
dalam daerah di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 
yaitu: 
a. Surat Perintah Togas (SPT); 
b. SPPD (surat perintah perjalanan Dinas) yang telah ditanda 

tangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan; 
dan 

c. Laporan Perjalanan Dinas. 
(4) Pembayaran Biaya Tiket dibayarkan kepada pejabat yang 

melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan tempat 
kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya sesuai dengan 
penugasan pada pejabat yang bersangkutan. 

(5) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan oleh 
pengurus parpol diwajibkan melampirkan foto dokumentasi 
pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jumlah hari 
pelaksanaan tugas. 

Pasal 17 

Pengurus Partai Politik yang melakukan perjalanan dinas 
bertanggungjawab atas ketertiban dan efisiensi pelaksanaan Peraturan 
Bupati ini dalam lingkup Partai Politik masing-masing. 



BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 

I ISKANDAR KAMARU 

Ditetapkan di Bolaang Uki 
padatanggal 1 OktobPr 2018 a BUPATI BOLAANG MONGONDOW ELATAi 

Diundangkan di Bolaang Uki 
pada tanggal 1 Oktober 2018 

SE TARIS DAERAH 
KAB PATEN BOL MONGONDOW SELATAN, 

( 

f MARZ�@t'.;;:ITTi 
BERITA DAERAH KAB ATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 
TAHUN 2018 NOMOR 



LAMP!RAN I 
PERATURAN BUPAT! BOLAANG MONGONDOW 
SELATAN 
NOMOR 60 TAHUN 2018 
TENTANG 
STANDAR!SAS! SATUAN HARGA UNTUK 
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI 
POL!TIK DI KABUPATEN BOLAANG 
MONGON DOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 
2018 

HARGA 
NO URAIAN SATUAN SATUAN (Rp) KETERANGAN 

KUANTITAS 

1 2 3 4 5 
I 

HONORARIUM JASA PENCERAMAH/PENYAJI/NARASUMBER, MODERATOR, MASTER OF CEREMONlES (MC), 
PADA KEGlATAN SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP 

Penccramah/ Penyaji I Narasum ber /1st 
- Tokoh/Pakar Tinokat Nasional ora/iam 2,500,000.00 
- Eselon 1/Peiabat Nesz:ara oraliam 2,000,000.00 
- Eselon II/Guru Besar Z'I'enaaa Ahli Profesional orgyjam 1,000,000.00 
- Eselon 111/Dosen 53 orgyjam 850,000.00 
- Eselon IV/ Do sen S2 oraf;am 750,000.00 
- Non Eselon ortr/1am 500,000.00 

C)BUPATI 

/ 
� 

ISKANDAR KAMARU 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 
NOMOR 60 TAHUN 2018 
TENT ANG 
STANDARISASI SATUAN HARGA UNTUK PENGUNAAN 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN 
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 
2018 

KOP PARTAI 

SURAT PERINTAH TUGAS 
Nomor . 

Dasar: 1. . 
2 (memuat pertimbangan hukum teknis sebagai dasar pelaksanaan 

perjalanan dinas dan Surat Undangan jika ada) 

MEMERINTAHKAN : 

Kepada 1. Nama 
Jabatan 

2. Nama 
Jabatan 

. . . 

Untuk 

\ 

1 ··············· . 
2 . 
3 . 

Bolaang Uki, . 
PIMPINAN YANG BERWENANG 

·················································· 



KOP SURAT 

Lembarke: 
Nomor 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
(SPPD) 

1 Pimpinan yang memberi perintah Ketua DPC Partai .................. 
2 Nama 
3 Jabatan 
4 Maksud Perjalanan Dinas 
5 Alat angkut yang dipergunakan 

6 a. Tempat berangkat 
b. Tempat tujuan 
a. Lamanya perjalanan dinas 

7 b. tanggal berangkat 
c. Tanggal harus kembali 

8 Pengikut 

9 
Pembebanan Anggaran 
Mata Anggaran 

10 Keterangan lain-lain 

Dikeluarkan di : Bolaang Uki 
pada tanggal 

�TUA DPC: PARTAI , 

.................................................. 

I 



SPPD NO 
Berangkat Dari 
( tern pat kedudukan ) : . 
Pada tanggal . . . 
Ke . 

Sekretaris DPC 

( ) 

II. Tiba di 
Pada Tanggal 
Kepala, 

III. Tiba di 
Pada Tanggal 
Kepala, 

IV. Tiba di 
Pada Tanggal 
Kepala, 

. ························· 
Berangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 
Berangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 
Berangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 
Kepala 

V. Tiba kembali di : 
Pada Tanggal 

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan dinas 
tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan 
semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya 

KETUA DPC PART AI . 

NAJ\1.A---------------------------------------- 

VI. CATATAN LAIN - LAIN 

VII. PERHATIAN 
Pimpinan yang berwenang menerbitkan SPPD, Pengurus Partai Politik yang 
melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal 
berangkat/tiba serta Bendahara bertanggung jawab berdasarkan peraturan­ 
peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, 
kealpaannya. 

{} BUPATI BOL 

t1SKANDAR KAJ\1.ARU 



LAMPIRAN Ill 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 
NOMOR '- TAHUN 2018 
TENTANG 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN 
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 
2018 

BIAYA PERJALANAN DINAS 
TAHUN ANGGARAN 2018 

I PERJALANAN DINAS LUAR PROVINS! 

No Uraian Satuan Pen&UJ'U• Partal 

I Pengirrapan 0/H 600,00.Q_ ----· - --------- Uang Harian : - - .s. ,Yang Mak.an -------------- 
--- ol� _ 200,Q.Q_Q_ 

3 Transnnrt Lokal 0/H ------ 100,000 
4 'I'rarrsport .t1anclara - HoteI PP -- -· 01i,,. 500,000 

2 PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINS! 

No Uraian Satuan Penguru.s Partai 

_!)'.ensi!Jap"? O/H 350,000 

Uan.g Harian:_-·--------- --------------------------------1 
2 2-� Mak.an------------ ------ 0 / H -- l OOJ)2.2_ 

, 3 J'rans_2rt Lokal ------------------- ------ Oj)L ·---- -----------------------------------------100 ,000 

(ISKANDAR 
KAMARU 



LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 
NOMOR6 AHUN 2018 
TENTANG 

BANTUAN KEUANGAN PARTAJ POLITIK DI KABUPATEN 
BOLMNG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 
2018 

Satuan Biaya Transport Lokal dari Ibu Kota Kabupaten ke Kota di Wilayah Sulawesi Utara 
NO DAERAH TUJUAN SATUAN BIAVA TA. 2018 

1 KaJ'A MANADO Orang/Kali/PP 600,000 
2 KaJ'A BITUNG Orang/Kali/PP 750,000 
3 KaJ'A TOMOHON Orang/Kali/PP 700,000 
4 KABUPATEN MINAHASA Orang/Kali/PP 750,000 
5 KABUPATEN MINAHASA SELATAN Orang/Kali/ PP 500,000 
6 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Orang/Kali/PP 700,000 
7 KABUPATEN MINAHASA UTARA' Orana:/Kali pp 750,000 
8 KaJ'A KaJ'AMOBAGU Orang Kali pp 200,000 
9 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Orang Kali pp 300,000 

10 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Orang Kali pp 400,000 
II KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Orang/ Kali/ PP 600,000 
12 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Orang/Kali/PP at cost 
13 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Orang/ Kali/ PP at cost 
14 KABUPATEN KEPULAUAN SITARO Orang/ Kali/ PP at cost 
15 BANDARA MANADO DAN GORONTALO Orang/ Kali/ PP 750,000 

2 SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATA 

NO Urian Satuan Pengurus Parpol 
1 KECAMATAN POSIGADAN 0/H 75,000 
2 KECAMATAN BOLMNG UK! 0/H 50,000 
3 KECAMATAN PINOLOSIAN 0/H 50,000 
4 KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH 0/H 60,000 
5 KECAMATAN HELUMO 0/H 60,000 
6 KECAMATAN TOMI NI 0/H 75,000 
7 KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR 0/H 75,000 

3 PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT (DALAM DAERAH) 
NO URAJAN SATUAN JUMLAH 

1 KECAMATAN POSIGADAN 0/H/KL 150,000 
2 KECAMATAN BOLAANG UK! 0/H/KL 75,000 
3 KECAMATAN PINOLOSIAN 0/H/KL 75,000 
4 KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH 0/H/KL 125,000 
5 KECAMATAN HELUMO O H/KL 125,000 
6 KECAMATAN TOMI NI OH/KL 150,000 
7 KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR OH/KL 150,000 
8 DARI DESA KE KECAMATAN 0/H/KL 50,000 

f ISKANDAR KAMARU 



LAMPIRANV 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 
NOMOR60 TAHUN 2018 
TENT ANG 
STANDARISASI SATUAN HARGA UNTUK PENGUNAAN 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN 
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 
2018 

DAFTAR PENGELUARAN RIIL 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Na.ma 
Nip 
Jabatan 

Berdasarkan Surat Perintah Togas Nomor Tanggal , dengan ini kami 
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
1. Biaya Transport di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaranya, 

meliputi: 

NO URAIAN JUMLAH 

1. 
2. 

2. Jumlah uang tersebut pada point 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan 
Perjalanan Dinas dimasud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas 
pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah. 

Demikian peryataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Sekretaris 

( ) 

Bendahara 

( ) 

Mengetahui/Menyetujui 
Ketua DPC . 

( ) 

Molibagu, 2018 
Yang Melaksanakan 

Perjalanan Dinas 

( ) 

OBUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATANf 

( IS KAND AR KAMARU 



LAMPIRAN VJ 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 
NOMOR 60 TAHUN 2018 
TENTANG 
STANDARJSASJ SATUAN HARGA UNTUK PENGGUNAAN BANTUAN 
KEUANGAN KEPADA PARI'Al POLIT!K DI KABUPATEN BOLAANG 
MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018 

KOPPARTAI 

Na.ma 
Jabatan 

LEMBAR PERHITUNGAN RAMPUNG BIAYA PERJALANAN DINAS 
Nomor SPPD: 
Tuiuan 

Rp. 

� I ��i-·----�1 (aJ Jumlah 
.... Hari x satuan uang harian 

A. BIAYA PERJALANA DINAS MENURUT PENGURUS PARPOL YANG BERSANGKUTAN 
1. Uang Harian 

Lama Perjalanan 

Mulai Tanggal 
Sampai Dengan Tanggal 
Uang Reprsentasi Harian 

2. Biaya Transport 
1). Tiket Pesawat Udara/Kapal Laut/K.Api/Kend. Umum 

:.!). Kendaraan Umum (Tanpa Tiket) 

3). Aiport Tax 
4). Daftar Pengeluaran Rill 

'--' ' R ... •-----·�I (b) Rp 

Rp 
Rp 
Rp 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp. 

3. Penglnapan 
Lama Menginap 
Mulai 
Sarnpai dengan 
Nama Hotel 
Kelas Hotel 
Tipe Kamar 

.... malam x (nilai bill) 

Tanggal O 

I� R�•-----·�I (c) 

� I R_P�·----�1 (d) 

JUML� = l•l+lb) +tel + Id! 
Seluruh biaya yang di pertanggung jawabkan di atas secara matriil adalah benar, dan 

merupakan tanggungjawab kami. 
Mengetahui, 

Yang Melaksanakan Perjalanan Ketua DPC . 

······························ .............................. 

t:;;7BUPAT 

t!SKANDAR KAMARU 



No 

Telah Terima Uang dari 

Banyaknya Uang 

Untuk Pembayaran 

Terbilang 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 
NOMOR 60 TAHUN 2018 
TENT ANG 
STANDARISASI SATUAN HARGA UNTUK PENGUNAAN 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN 
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 
2018 

KWIT ANSI 

: Bendahara Um urn DPC Partai . 

NO. PERINCIAN BIA YA SA TUAN JUMLAH rRn.) 

I Penzurus Parnol 
Penuinaoan I hari 
Uanz Makan 
Transoort Lokal 
Transport 

JUMLAH 

Mengetahui, 
Sekretaris DPC , Lunas dibayar, 

Bendahara, 

Mengetahui/Menyetujui : 
KetuaDPC , 

Bolaang Uki, 

Yang Menerima, 

2018 

trsKANDAR KAMARU 

TAN'f: 




